
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR q8 TAHUN 2014

TENTANG

KSTENTUAN BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : l--

b.

BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah

AirMinumKabupatenKatingandandalamrangka
meningkatkan p"t*yrll* air minum kepada masyarakat'

dilakr:kan pengaturan mengenai ketentuan Badan
p;"g;s, Oiirefsi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air
Minum KabuPaten Katingan;

bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2005
perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang
iJndangan serta dinamika perkembangan yang ada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan

Peraturan BuPati Katingan;

Undang.UndangNomor5TahunL96.2tentang
Pemsaiaan paerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 23871;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang
pembeitukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Senryan,

Kabupaten sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

GunungMas,KabupatenPulangPisau,Kabupaten
1411*d Raya dan fabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimaitan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun nAOZ Nonnor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 418O);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang
pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Ixmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437\ sebagaimana

tel;h aiubatr beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor L2 Tahun 2oo8 tentang Perubahan
Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 20CI4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

n*puUiit Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

t embaran Negara Republik Indonesi Nomor 48aa\ "/

I

2.

3.



4.

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
pra*b;"su" ti*rrurrg* antara pemerintah Pusat dan
pemerintahan oaerih {Irmbaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran

Negara Nomor a438);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

Pembeitukan Peraturan Perundang-undangan

1L"*Urt"t Negara Repubtik 
- 
Indonesia Tahun 2OLl

itlo*ot 82, tamUafrari Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

e.rrg.fof"urr Keuangan Dae-rah ( Lembgry Negara

n"pi.Ufif. Indonesia irhrt' 2OOS Nomor L4O' Tambahan

l,emUaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;

peratrrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang
pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
pemeriitahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Xabup"t"n/Kota (Lembaran N9gara Republik Indonesia

Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun

2OO3 tentang Pendirian Badan usaha Milik Daerah

*abupaten Katingan {Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan Tahun 2OO8 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun

2OA4 tentang Pendirian- Perusahaan Daerah Air Minum

rar,p^t.', -r"ti',g*,, (Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan Tahun 2OA4 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Katiagan Nomor 3 Tahun

2OOS tentang Pembagian Urusan yang Menjadi

Kewenang"n fl*erintah-Kabupaten Katingan {Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984

tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
perusaJraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2aa7

tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun za:l3 tentang Pembenfukan Produk,
Hukum Daerah.



MenetaPkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURANBUPATIKATINGANTENTANGKETENTUAN
BADAN PENGAWA$_ DINTXSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN

NNBNEH AIR MINUM KABUPATEN KATINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.
4.

pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;

Bupati adalah BuPati Katingan;
perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan;

Badan pengawa" 
"atfuf, 

Badan F"rrgu*rs Penrsahaan Daerah Air Minum

KabuPaten Katingan;
S. Direksi ,aJ"f, -Oir"t 

"i Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Katingan;
pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Katingan;
Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikuransi dengan penSrusutan'

cadangan tr{iuan dan pengurangan yang Yaj"t dalam perusahaan;

Dana Refresentatjf "&"f"1, 
daia V""f dipergunakan untuk kelancaran

pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum''
pejabat yang d;;;g adalah Bupati atau orang yang ditunjuk dan

diberi wewenang oleh BuPati'

BAB II
BADAN PENGAWAS

Bagtan Kesatu
Thgas dan Weriuenang

Pasal 2

Bad^an Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

mengawasi kegiatan Direksi;
memberikan pendapat dan saran kepada BrlRati terhadap kinerja Direksi;

memberikan pendapat dan saran kepada rupati terhadap program kerja

yang diajukan oleh Direksi;
memberikan p"na"pat dan saran kepada Bupati terhadap rencana

perubahan stalus kekayaan Perusahaan;
memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pinjaman dan

ikatan hukum dengan Pihak lain;
memberikan penaipat dan $arall kepada Bupati terhadap Laporan Neraca

dan perhitungan Laba/ Rug;
memUuat p.ttit*iuro kinerja Perusahaan; darr

meneliti dan membahas rencalla kerja anggaran pemsahaan dan

selanjutnya menyetujui rencana kerja attggatart perusahaan yang telah,
selesai dibahas'

6.

7.

8.

9.

e.

f,

(,
b'
h.

a.
b.
c.

d.



Pasal 3

Badan Pengawas mempunyai wewenang seblSai berikut :

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap

pengurus"" J* b*G"tot*"r, perusahaan Daerah Air Minum;

b. memberikan p"rti*Uangan dan saran kepa{a Kepala Daerah/Bupati

diminta atau tidak diminta guna ,perbaikan dan pengembangan

perusahaan paerah Air Minu* ,ri*r^ lain pengangl<atan Direksi, program

kerja yang diajukan oleh -Direksi, 
rencana perubahan status kekayaan

pemsahaan -d;;"h Air Minum, rencana pinjlpan dan ikatan hukum

dengan pihak lain, serta *"""ti*u., *"*"'iit"* aan atau menandatangani

iup6t"" Triwulan dan Laporan Tahunan; dan

c. memeriksa dan menyarnpaikan Rencana strategis Bisnis (business

ptan/cor?oroli--ptan), 
' 
lai 

- 
R"tt""tt* Bisnis dan Anggaran Tahunan

perusahaan Daerah Air Mi;;; yang dibuat Direksi kepada Kepala

Daerah/Bupati untuk mendapatkan pengesahan'

Bagian Kedua
Penghasilan

Pasal 4

Penghasilan Badan Pengawas berupa ;

a. uangjasa; dan
b. jasa Produksi.

(u

{21

(3)

{1)

(21

t3)

Pasal 5

Kefua Badan pengawas menerima uang jasa se be sar 4oo/o (empat puluh

sebesar 35% (tiga Puluh

sebesar 3O% (tiga Puluh

persen) dari gaji Direktur.
S"*"t"tis nidan Pengawas menerima uang jasa

lima persen) dari g4ii Direktur'
enggit" Badan PEngawas menerima uang jasa

persen) dari gaji Direktur;

Pasal 6

Selain uang jasa, apabila kemampuan keuangan memungkinkan, setiap

t t rtt Badan Pe*g**.* dapat diberikan jasa produksi'

J"*" produksi *Eu"s"i**" dimaksua p"aa ayat (U ditetapkan oleh

Direksi dengan persetujuan Badan Pengasras'

Dalam hal pemsahaan memperoleh keuntungan, Badan 
- 

Pengawas

memperoleh bagian dari jasa pioduksi secara proporsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5.
Badan pengawas-membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan ,
Peraturan Perundang-Undan gan'

(4)



c.
d.
e.
f.
c,D'
h.

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memimpi" i"" mlr,g"rraaman semua kegiatan Perusahaan;

b. merencanakan dan *"ryo"r* progru.tti kerja perusahaan lima tahun

dalam tahunan;
membina Pegawai;
*""S"*s din mengelola kekayean Perusahaan;

*""i"f*t ggarakan ad*ittiutt"si umum dan keuangan;

*"t"t**rrrtan kegiatan teknik Perusahaan;

mewakili p""o*ut I* balk didalam dan dihrar pengadilln;.d"*

menyilnpaikan 
-i"r"t; 

Liry1" mengenai seluruh kegiatan termasuk

Neraca dan perhitungan Labal Rugi'

Pasal 8

Direksi mempunyai Wewenang sebagai herikut :

a. mengangkai dan memEerh"t tik"t Pegawai berdasarkan peraturan

kepegawaian Perusahaan; -

b. mengangk;f,{;ai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;

c. menandatangaii pitjarnanan setelah rnendapat persetujuan Bupati atas

pertimbangan Badan Pengawas;
d. *"trrrA"turrg;i Neraca Jan perhitungan Laba/Ru*ri dan

e. m"rr*rrd"tairE "i L"t"" hukum dengan pihak lain setelah mendapat

persetujuan Eupati atas pertimbangan Badan pengawas'

Baglan Kedua
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

BAB III
DIREKSI

Bagian Kesatu
T\rgas dan Wewenang

Pasal 9

penghasilan Direksi terdiri dari tunianSan dan jasa prodrrksi'

Pasal 10

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 berupa :

a. tunjangan iabatart;
b. tunjangan Perumahan; dan
c. tunjangan kesehatan.



Pasal 11

Besarnya penghasilan Direksi adalah sebagai berikut :

a. tunjangan jabatan;
Direktur menerima tunjangan jabatan per bulan sebesar 1'6 (satu koma

;"d kafi penghasilanbegawai yang tertinggi di perusahaan.

b. tunjangan Perumahan;
Direktur mendapat perumahan dinas dengan standar .atau pengganti

uang sewa ;;A p"i U"1utt sebesar 1',5 (sa[u koma lima] kali tunjangan

pet.*jmahan j abatan Kepala Bagian'

c. tunjangan kesehatan;
Direktur berhak menerima tunjangan kesehatan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku untuk Pegawai'

d. jasa Produksi; dan
Direktur berhak menerima jasa produksi {ang besarnya akan diatur oleh

keputusan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas'

e, direksi membayar pqiak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan'

Pasal 12

(1) Dana refresentatif disediakan dari anggaran perusahaan maksimal 50 %

(lima puluh per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima

dalam satu tahun.

l2l Dana refresentatif digunakan untuk keperluan Direksi seperti
, 

sumbangan, rapat, dan biaya tamu Direksi'

Pasal 13

(u Direksi berhak atas pesangon yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

a. apabila diberhentikan dengan hormlt. karena masa jabatan pertama

berak6ir rnendapat pesang; 6 (enam) kali penghasilan Direksi 1 (satu)

bulan terakhir; dan
b. apabila diberhentikan dengan

berakhir mendaPat Pesangon I
(satu) bulan terakhir.

Direksi tidak berhak atas pesangon apabita diberhentikan tidak dengan

hormat.

Basl Direksi yang diangkat- dari pegawai, berhak menerima pesangon

sebagaim"rr" t"r&rrtud pad? *ygti !1 atau memilih menjadi pegawai

kembatri dengan diberi pangkat sama dengan pangkat yang tertinggi

di perusahaan.

hormat karena ma$a jabatan kedua
(delapan) kali penghasilan Direksi 1

(21

(3)



BAB IV
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai

Pasal 14

(1) Direksi berwenang mengangkat dan menetapkan kepangkatan pegawai'

(21 Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan

kemarnPuan keuangan Perusahaan'

Pasal L5

(u untuk dapat diangkat rnenjadi pegawai harus mementrhi persyaratan

sebagai berikut:
a. warga Negara Indonesia;
b. berusia 

-ie 
(delapan belas tahun) dan maksimal 40 (empat puluh)

tahun; ,- L--7:1-^L A^t^* no*alzaa iru Pancasila d.anc. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang

UUD Ig+5, Negara dan Pemerintah
d. tidak pernah ?iberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Instansi Pemerintah atau Swasta;

e. *"*prry*i pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;

f. berkelakrl""'U"it yang dibuktikan dengan surat dari kepolisian;

g. berbad*n **tt"t y"ttg IiU.rt tlt ot dengan srrrat keteranga' dokter;

h. tidak boleh merangkap *""j*ai Pegiwai Negeri atau Perusahaan lain;

dan
i. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi'

t2l sebelum menetapkan sgbagai pegawai, Direksi menetapkan persyaratan

dalam *"*" p*""obaan bag; "ioti 
pegawai minimum 6 (enam) bulan dan

maksimum 1 (satu) tahun'

(3) Selama masa percobaan calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :

a. kesetiaan;
b. Pestasi kerja;
c. kedasama;
d. ketaatan;
e. kejujuran;
f. tanggungjawab; dan
g. Prakarsa

(4) calon pegawai yanq. memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana
\ -' 

dimaksud*pada "i''"t 
(S) diangkat menjadi pegawai'

(5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian

sebagaimana aimatsud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang

pesallgoll.

t6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenarrkan ,
menduduki jabatan'



(1)

(21

t3)

Pasal 16

Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai

a""g"" kebutuhan dan aturan perusahaan'

Tenaga honorer atat tenaga kontrak, sebagaimana dimaksud pada ayat

if t ai?"*t"n fro"o*i"* Vi"S besarnya ditetapkan oleh direksi'

Tenaga honorer atau tenaga kontrak, sebagaimana dimaksud pada ayat

(f) diak diperkenankan menduduki jabatan'

Pasal 17

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1

;'. ffi;;;;* Muda I : Golongan A Ruang 2
- a rf--^-* 2;'. ;;E;;6I"* : Golonsan A Ruang 3
. A n--^--,

;. ;A;;; n""* I : Golongan A Ruang 4
- 'a rl..^-^ I;: ;;ia;;lurau : Goronsar,B Ruang I

6:. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2

7. Pelaksana : Golongan P I**e ?
8. Pelaksana I : Golongan E I'"t'g 1g. Sraf Muda : Golongan I It*S I
10. staf Muda I : lolongan I I"*e ?
11. Staf : Golongan 9 I"*g I
L2. Staf I : Golongan C Ruang 4

13. Staf MadYa : Golongan P [i*'t 1
L4. Staf MadYa l : Golongan D Ruang 2

15. Staf Utama Madya : Golongan D Ruang 3

16. Staf Utama : Golongan D Ruang 4

Pasal 18

calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan

golongan/io*ttg permulaan sebagai berilmt :

a. Berijazah sltotatr Dasar d'iberikan pangkat pegawai Dasar Muda dan

Golonganlruang A/L;
b. Beryarah Semfifr'Lanjutan Tingkat P,ertama diberikan pangkat Pegawai

paslr Muda I dan Golongan /ruarrtg A/3;
e. Berijazah sekolah Menengah umum yang sederqjat diberikan

p."l,t"t Pelaksana Muda dan GolonganlruangB I U
d. Berijazah S*:"rr" fr4uda/Diploma Ilidiberikan pangfiat Pelaksana Muda I

dan Golongan/ruan g B / 2; dan
e. Benjaz,ahs"rj;" dilerikan pangkat Staf Muda dan golongan /tu66'gCll' -



(1)

(2)

Pasal 19

pegawai dari perusahaan sejenis atau dari Perusahaan Daerah Air Minum lain

a"i"t diterim; menjadi fgqawai dengan.ketentuan sebagai berikut :

;. ' berusia matcsimal 4O (empat puluh) tahun;

b. berbadan r"rr"iy*g aiUutctikan dengan surat keterangan dokter;

c. tidak diberhentikan dengan tidak frormat atau diberhentikan dengan

hormat tidak atas permintaan sendiri;

d. pengalaman kedanya gi*k"i seluruhnya'
e. diberikan ;;;il setinggi-tingginya u*m" dengan pangkat terakhir yang

dimiliki; dan
f. masih tersedia formasi kepegawaian dan tidak memberatkan kemampuan

keuangan Perusahaan;

Pasal 2O

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan L Juli

setiap tahun.

Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri

dari:
kenaikan Pangkat regular ( biasa);
kenaikan Pangkat Pilihan;
kenaikan PenYesuaian;
kenaikan Pangkat istimewa;
kenaikan Pangkat Pengabdian; dan
kenaikan Pangkat anumerta'

Pasal 2 I

Kenaikan pangkat regUlar diberikan kepada pegawai tanpa

***p"rtratikan i"A"t"" yi"S dipangkunya dan setelah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan.

Kenaikaa pangfat regular dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila

p"g"*"i dimafsud mJmenuhi-syarat telah 4 (empat] tahun dalam pangkat

ffi* dimilikinya dan setiap unsur penilaian prel!1si kerja sekurang-
"torl"gny" bernilai cukup dalam 1 {sa1.r} tahun terakhir'

Maksimal kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai oleh seorang

pegawai setinggi-tinginya adalah sebagai berikut :

a. Beniazahsekolah Dasar sampai dengan So]onSan /'*T*l^!'
b. Berijazah S;t;hh Lanjut Tingkat Pertama sampai dengan

golongan lruarrrgBlS;
c. Berijazah Sefohh Umurn atau seder4iat sampai dengan

golongan/ruaag Clz;
d. Beryaza1,- 5rfi""" Muda atam Diploma III sampai dengan

golongan/ruang Cl3; dan 
-

e. Beniar,ahs^r6; t"*p4 dengan seterusnya sebagaimana pasal 16' '/

a.
b.
c.
d.
e.
f.

(1)

t2l

(3)



Pasat22

(1)Kenaikanpangkatpilihandiberikankepadapegawaiyangmemangku
jabatan a"rr-Gtr, *i*"rrrrhi syarat-syarat yang ditentukan.

t1l Kenaikan pangkat Pjlihan dapat diberikan dalam batas-batas jenjang
\- ' pangkat y""g iitentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

(3) Jenjang pangkat untuk menduduki
berikut:

suatu jabatan ditentukan sebagai

a. Kepala Seksi dan KePaIa Unit;
Untuk J"p". dian[kat menjadi Kepala Seksi atel:u Kepala 94!
serendah-rlndahnya *"*prrt!*i p.rr[t*t pelaksana I golongan B/4
atant *.*p-*y"i- !,rt gL"t'daslr Sta; Uuaa golongan I tuang C / 1 dan

atau mempunyal pangkat setinggi-tingginya Staf Muda I

golongan ltuelrrgcl2'

b. KePala Bagian; dan ,- ^--.
Untuk dalat diangkat menjadi Xepala Bagtan harus mempunyar

pangkatserendah-rendahnyaltafMydagolongcrr/ruangC/1atau
*"*prrry*i purrif."t dasar 

-St*f 
n4.raa I golongan/ruln' C/2 dan atau

***p,rrry; ffi*kat setinggi-tingginya staf golongan/ruang c/3.

c. Direktur.
Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus mempunyai pangkat

serendah-iendahnya Staf Muda I golongan /ryu'S Cl2 *tay
*"*p*rry"i-p""si"t dasar golongan lrua''g c/3 dan atau setinggi-

tingglnya **p,iry"i pangkat staf utama golongan lruwrgDl4.

(4) Jenjang pangkat untuk menduduki suatu jabatan sebagaimana dimaksud

pada "y"t i3t pasat ili hanya berlaku bagi pegawai perusahaan,

sedangkan ilgi 'p"g.*.i yang direkrut dari luar perusahaan dapat

menduduki Safi'xan Lrsebut diatas berdasarkan penilaian kemampuan

a*r, peng*tr** dibidangnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan Yang berlalm.

(5) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggr apabila

pegawai tersebut memangku jabatan'

(6) Pegarrai perusahaan yang memangku jabatan, tetapi pangkatnya masih

dibawah o,n;tgt terenaaf, yang ditintukan untuk jabatan tersebut, dapat

dinaikkan p-irg["t"y" setingkit lebih tinggr apabila -y?*g bersangkutan

sekurang-tii"is"y" telah l-(satu) tahun memangku jabatan dan telah 2

(dua) t"fr"" da;; pang!<at 
'terakhir 

dengan hasil penilaian kerja baik

datam 2 (dua) tatrun terakhir'

t7l Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini dapat

dilakukan 
""UI"vrA-Uanyat<nya 

tiga kali selama menjadi pegawai' v



Pasal 23

(u Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena
\-' 

*r*p.rof"fil"ria" tamat-belajar atau iaaoj.yang lebih tinggi'

t}l Kenaikan pangkat penyesuaian diatur sebagai berikut :

a. pegawai yang memperoleh lJaEAh setingkat. stiTP 9?p"1 dinaikkan

pangkatnya meqiadi pegaw 'b*"* golonsanlruang.A/3 dari pangkat

seUetunilya *i*mrf i"frf, satu tahut menjalani dalam pangkat

tersebut;

b. Pegawai yanS memperoleh liazab setingkat SLTA .dapat dinaikfal
puishLyt t"rr3"Ai Pelaksina Muda golonganlruang BIL dari

pangkat-sebelumnyaminimaltelahsatutahunmeqialanidalam
Pangkat tersebut;

c.Pegawaiyangmemperoletrljazahsetingkat!lt.l"Mudaatau
Diploma III dapat dinaikkan fangkatnya m""j"+ Pelaksana Muda I

gotongan&,',* B/Z dafi prrrga"isebelumnya minimal telah 1 (satu)

tahun m6njatani datam pangkat tersebut; dan

d.Pegawaiyangmemperolehljazahsetingkat'SarjanlgP"tdinaikkan
pu"gd;y" Lenjadi Staf ivluda golongan lruryq ClL dart pangkat

*"u"rumnya *irri*ut telah 1 (*atu) tahun menjalani dalam pangkat

tersebut.

(3) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah s,ebagaimana dimaksud pada ayat\-' 
til pasal 

-i"i"-a"p"t diberikan- apabila pegawai yang bersanglrutan

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. tugas atau jabatan pada saat ini sesuai dengan pendidikan yang

diferolehnyadan atau sesuai dengan formasi;

b. mempunyai surat ijin belqiar dari Direktur Perusahaan; dan

c. hasil penilaian pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir'

tu

(2)

Pasal 24

Kenaikan pangkat istimewa diberikan satu tingkat lelih titqe kepada

peg**ai y."i menur{ukkan prestasi kerja yang luar biasa atau

menemukan sesuatu p"rr"*.i* baru yang dimanfaatkan bagr

perusahaan.

Kenaikan pang!<at sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak terkait pada

jabatan.

Pasal 25

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yallg akan memasuki

*"* p"rrui*i "ei"g[at 
lebih tinggr qari pangkatnya {9tg* ketentuan ,

seturang-kurangnya ielah l{sa1.r} tahutt dalam pangkat terakhir.



Pasal 27

(1}PengangkatanjabatanpegawaiditetapkaneilehDireksi.

(2) Bagr pegawai yffigmenduduki atau diangkat 9""t* suatu jabatan dengan

pangkat dibawah"pangkat. !":"*d.h, *ik* diberikan kedudukan selaku

pelaksana tugas tpitt ain $dak berhak atas tunjangan jabatan'

(3) Bagr pegawai y.lg menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan

pangkat terendai atau dibawah pan*kat dasar, maka diberikan

kedudukan seUa*ai p"3"U"t (R) dan Ueifrat atas tunjangan jabatan'

t4) Bagr pegawai yang menduduki atau diangkat 4d* suatu jabatan dengan

pangkat dasar ;;;;;gkal tertinggi, maka diberikan kedudtrkan secara

aenitir dan berhak atas tunjangan jabatan.

Pasal 26

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada.pegawai yang meninggal dunia

dalam melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya'

Bagian Kedua
Pangkat Dalam Jabatan

Pasal 28

pengangkatan dalam jabatan diprioritaskan bagi pegawai yang telah mengikuti

danlehh lulus pelatihan Kompetensi'

Bagian Ketiga
Peningkatan dan Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 29

(1}Untukpeningkatankarierdanpengetahuanpegawaidapatdiadakan
mutasilpemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah Air Minum'

(21 Tata cara pemindahan pegawai arrtar Perusahaan Daerah Air Minum
, 

diatur dengan KePutusan Direksi'

Pasal 30

untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya

dilaksanakan pembinaan pegawai melalui pelatihan yang bersertifikat 
'

kompetensi Yaitu sebagai berikut :



a. pelatihan Tingkat utama yaitu pelatihan yang diperuntuklan bagi pegawai

yu*s m"rrouA"uffi jabatan bit"t t rt atau yang diarahkan sebagai Direktur;

b. Pelatihan Tingkat Madya yaitu pelatihan yang diperuntukkan bagi pegawai

vrng *"rrarrairki jaba-tan xepala Bagian atau yang akan diarahakan

sebagai KePala Bagtan;

c. Pelatihan Tingkat Muda yaitu pelatihan yang diperunfut!:' bagi pegawai

iurg *rrauJrrki jabatan Xepata Seks_i ?tt* Kepala Unit yang akan

airrrt rt ut sebagai Kepala SeksilKepala Unit; dan

d. pelatihan Tingkat Pratama yairu pelatihan yang diperuntukkan bagi staf

senior.

Pasal 32

Ketenfuan yang mengatur tentang gaji calon pegawai, upah pegaw-al honorer'

tembur p"gL**I, *"1Lrrr* kecelakaan kerja, ttrnjangan hari raya keagamaan

,^. dan biayalerjalanan dinas ditetapkan oleh Direksi dengan persetqiuan Badan

Pengawas.

Bagran KeemPat
Hak Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 31

(u Pegawai yang diangkat drl?* pangkat sebagaimana dirnaksud pada pasal

t+l ameritan gaji yang terdiri dari :

a. gaji pokok; dan
b. tunjangan.

tzl Besarnya gaji pokok dan tuqiangan 
fainny----------------.a 

sebagaimana dimaksud pada1-' 
ayat ti), f,i[etapkan oleh Direksi dan disetqiui oleh- Badan Pengawas

dlngan mempeihatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 33

(1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti bersalin, cuti, ' *"fit, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji serta cuti
diluar tanggungan Perusahaan'

(21 Pelaksanaan cuti pegawai diatur dan ditetapkan oleh Direksi'

Pasal 34

(u setiap pegawai berhak atas pensiun yang diaftrr berdasarkan perahrran,
perusahaan.



pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas

uang pensiun y;;;;;fi ditetapkan datam peraturan dana pensiun

;;;# Perusahaa; Daerah Air Minum (Dapenma Pamsi)'

selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dikelola

oleh BPJS Ketenagakerjaan'

Pasal 35

(1)Pegawaiyangmeninggal,dunia,mendapatmusibahbencanaalamdan
kecelakaan af=Ueritan 

-Jantunan oleh perusahaan'

(21 Pegawai yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja' kepada ahli

warisnya aiUEAr."" uils d;t; sebesar 6 (enam) kali penghasilan bersih

bulan ierakhir yang bersanglnrtan'

(3) pegawai yang menllggal dunia karena bukan kecelakaan kerja' kepada

ahli warisnya diberikan uan; duka sebesar 3 {tiga} kali penghasilan bersih

bulan terakhir yang bersangkutan'

t4) Pegawai yang mendapat.musibah bencana alam sehingga mengakibatkan

kerugian frrru U""da, diberitan santunan yang besarnya ditetapkan oleh

Direksi-

(5) Pegawai yang mengalami kecelakaan diberikan santunan yang besarnya

ditetapkan:bh 
"Direksi, sedangkan_ !i"y* perlwafan kesehatan

ditanggung oleh pemsahaan melatiri BPJS ketenagakerjaan dan BPJS

Kesehatan.

(21

t3)

(2)

(3)

Pasal 36

(1) Kenaikan g4ii berkala diberikan dua tahun sekali jika memenuhi syarat-

sYarat:
a. hasil penilaian prestasi kerja rata-rata' baik tanpa nilai kurang dalam

1 (satu) tahun; dan
b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk

kenaikan gaji berkala'

Apabila penilaian prestasi -kerja 
pegawai belum memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada "y"tif l 
fruruf a, maka kenaikan g*ii berkala

ditunda paling lama 1 {satu} tahun'

Apabila dengan batas waktu penundaan,.- pegawai yang bersangkutan

belum memenuhi persyaratan, maka kenaika$ gaji berkata ditunda lagi

paling lama untuk 1 (satu) tahun'

Pasal 37

Direksimemberikanpenghargaandantandajasakepada:
a. pegawai yang mempunyai llasa kerja ter-us menerus selama 1o (sepuluh)

tahun d"rr-rr*"it' p""1"i"" kerja gela3a 2 {dua} tahun terakhir

menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan uang penghargaan yang

besarnla 3 (tisa) kali penghasilan bulan terakhir;



b.

C,

d.

e.

Pegawaiyangmempunyaimasakerjatenlsmenerusselama20(dua
putuh ) tahun ;; ],|;11 penilaian tirja selama 2 (dua) tahun terakhir

menuqfukka, ,ri*i ,*t -r*t* baik, aiueritan uang penghargaan 5 (lima)

kali penghasilan bulan teraklnir;

pegawai yang memplrlyai masa kerja me$erus eelama 3O (tiga

puluh) tahun Aarr-fr*"li penilaian terja selama 2 (dua) tahun terakhir

menunjukkan ,il"i rata-rata baik, aiue*tan uang penghargaan 6 (enam)

kali penghasilan bulan terakhir;

pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam

pengembangan p.ru"rq3i' Ji"eg" dapai dijadikan teladan bagi

pegawai lainnya', diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya

iit?t"pL* dengan keputusan Direksi; dan

Pegawaiyangmemintapensiundipercepat,.Iangdiqiukanpadasaatusia
minimal +s 1empaiill"h lima) t*t.rtt aiu*titt*o-penghargaan 3 (tiga) kali

p""grt""ilan bulan tirakhir yang bersangkutan'

Pasal 38

Pegawaimembayarpajakpeng}rasilarratasbebanperusahaan.

Pasa] 39

Setiap tahun setelah fi-rtup buku pegawai. $n1t diberikan jasa produksi' yang

b"r*y" ditetapkan dengan keputusan Direksi;

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan

Pasal 4O

Setiap pegawai wajib :

a. Mendukung serta membela serta mengamalkll- ideologi Negara

berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945;

b. Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau

golongan;

c. Memenuhi/mentaati semua peraturan dan menjauhi semua larangan

perusahaan;

d. Memegang rahasia perusahaan dan rahasia jabatan; dan

e. Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan Y*8 ,
berlaku-



Pasal 41

Setiap pegawai dilarang :

a.Melakukankegiatan-kegiatanyanglangsungatautidaklangsung
merugikan tepe-ntingan Perusahaan atau Negara;

b.Menggunakankedudukannyadalam.perusahaanuntr,rkmemberikan
keuntungan diri sendiri a#u orarrg lain baik langsung ataupun tidak

langsung yang merugikan perusahaan;

c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan atau

Negara; dan

d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan

kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi'

t1)

{21

Bagtan Keenam
Hukuman DisiPlin

Pasal 42

$eorang pegawai dapat dikenakan brrrkrrrnan disiplin karena melanggar

ketentuan rcu*gai*t"a dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41;

Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penundaan gaji berkala;
d. penundaan kenaikan Pangkat;
e, penurunan Pangkat;
f. penurunan jabatan;
g. pembebasan jabatan;
h. pernberhentian sementara;
i. pemberhentian dengan hormat; dan
j. pemberhentian dengan tidak hormat'

Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini ditetaPkan oleh Direksi;

Bagian Ketqiuh
Pemberhentian

Pasal 43

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

a. sesuai dengan bukti yang dipersangkakan telah melakukan tindakan

merugikan Perusahaan; dan

(3)



b. ditahan oleh yang berwajib karena cukup

tindak Pidana.

Pasal 44

bukti malakukan Perbuatan

mulai brrlan berikutnya diberi 5oo/o

1 (sattr) bulan terakhir'Pegawai yang diberhentikan sementara

iltril prrt t, plerseratus) dari penghasilan

(u

(2)

Pasal 45

Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan' liytsi wajib

mengadakan *il;ng i;e dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan

sementara untuk menetapkan apakah yani bersangkutan terbukti atau

tidak merugikan Perusahaan'

Apabilahasilpernerr}<slpdalamsid,angyangbersangkrrtantidak
terbukti melatukan tindakan yang merugikan perusalraryr 

"maka 
yang

bersangkutan dipekerjakan kemnJi dahmlabatan dan berhak menerima

ri**, pJnghasilan yang belum diterima'

ApabilahasilpemeriksaandalamsidangyangbersanSkutanterbukti
melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang
-U"t-^"Sk"tan 

diberhentikan tidak dengan hormat'

(3)

t1)

Pasal 46

Direksiber-wenangmernberhentikandenganhormatkarena:
telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal)'
permintaan sendiri.
t"*"rr"t n tidak mengijinkan, ymg dibuktikan dengan surat

keterangan dokter;
meninggal dunia; dan
pengurangan Pegawai.

a.
b.
c.

d.
e.

{21

(3)

PegawaiyangdiberhentikandenganhoSmltsebagaimanayangdimaksud
pada ayar (1) ;;6;i pensiuri dan jaminan hari tua yang ditetapkan

d"t g"tt kePutusan Direksi'

Bagi pegawai yang diberhentjkan dengan hormat sebagaimana dimaksud

;;a' ^i^t (1i hiruf b dan hurui c pasal ini pemberhentiannva

ditetapkan r tsatut uulan sejak diterimanya permohonan berhenti'

Pasal 47

Direksi berwewenang memberhentikan pegawai tidak dengan hormat karena :

a. Terbukti melanggar sumpah janji pegawai dan/atau sumpah janji

jabatan;

b. Berdasar hasil pemeriksaan terbukti menyalahgUnakan jabatan dengan

menggunak; 
^kedudukannya d"l"T 

. 
pen:sahaan atau memberikan

keuntungal Oiti sendiri "#.. 
orang tain uait< langsung mauputl tidak

langsung yang merugikan perusahaan; dan



c. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum Yang tetaP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan

Nom-or 53 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Badan Pengawas, Direksi dan

e"!.*.i perusahaan Daerah Air Mi.ru* (PDAM) Kabupaten Katingan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan
Birpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal t T e\1-to bor 2At4

Diundangkan di Kasongan
pada tanggalr gt q\ctObur

SEKRETABIS DAERAH
KABU KATINGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OI4 NOMOR

20t4

AHMAD YANTENGLIE


